BUPATI DAIRI

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR il TAHUN 2013

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAIRI TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DAIRI,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan
Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2013 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran
2012, perlu ditetapkan Pcraturan Bupati Dairi tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dar Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun
Anggaran 2012 sebagai rincian lebih lanjut dari
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggeran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran
2012. ‘

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan

l Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah

Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang

Pembentukan D2erah Otonom Kabupaten di Propinsi

Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964

- Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran A
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan  Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

S. Undang-Undang Nomwor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara . Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4575);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun
2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor S6 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang
Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 139, Tambahan Lembarar. Negara
Republik Indonesia Nomor 4577);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); Q
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593),

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165});

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Peubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 08 Tahun
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten
Dairi Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Dairi Nomor 130);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 09 Tahun
2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008
Noraor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Dairi Nomor 131);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 10 Tahun
2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah
pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta
Nciho Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi (Lembaran
Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor
132);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 11 Tahun
2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah
pada PT. Bank Sumut (Lembaran Daerah Kabupaten
Dairi Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Dairi Nomor 133}

21. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun
2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten
Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009
Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Dairi Nomor 148}, &
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22. Peraturan Daecrah Kabupaten Dairi Nomor o3 ~Texaan -4
20C9 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten
Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009
Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Dairi Nomor 148);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun
2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2012 (Lembaran
Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2012 Nomor 1);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun
2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Xabupaten Dairi Tahun Anggaran 2012
(Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2012
Nomor 7);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun
2013 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Dairi Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah
Kabupaten Dairi Tahun 2013 Nomor 2);

26. Peraturan Bupati Dairi Nomor 1 Tahun 2012 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah
Kabupaten Dairi Tahun 2012 Nomor 1);

27. Peraturan Bupati Dairi Nomor 16 Tahun 2012 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran
2012 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2012

Nomor 16).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan - : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
DAIRI TAHUN ANGGARAN 2012.

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Bupati adalah Bupati Dairi.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah. ﬂ
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan

disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) adalah Penjabaran Laporan Keuangan tahunan
Pemerintah Daerah atas pelaksanaan APBD yang dibahas bersama oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

6. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
7. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar ke kas daerah.

8. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih. :

9. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih.

10. Surplus Anggaran adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan
belanja daerah.

11. Defisit Angga_ran adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan
belanja daerah.

12. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya.

13. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu
periode anggaran. :

14. Pinjaman Daerah adalah semua uransaksi yang mengakibatkan daerah
menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari
pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

15. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah
Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi yvang dapat
dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian  atau akibat lainnya
berdasarkan peraturan perundang-undangan atan akibat lainnya yang sah.

16. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah
dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi yang dapat dinilai
dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan
peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

17. Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran adalah penjabaran penyajian
informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan
pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya

dalam satu periode.
BAB II
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2012 terdiri atas : A



Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah
b. Pendapatan Transfer

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Jumlah Pendapatan

Belanja

a. Belanja Tidak Langsung
1) Belanja Pegawai '
2) Belanja Bunga
3) Belanja Subsidi
4) Belanja Hibah

S) Belanja Bantuan Sosial

6) Belanja Bagi Hasil

7) Belanja Bantuan Keuangan

8) Belanja Tidak Terduga

b. Belanja Langsung
1) Belanja Pegawai

2) Belanja Barang dan Jasa

3) Belanja Modal

Jumlah Belanja
Surplus/ (defisit)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan
b. Pengeluaran

Jumlah Pembiayaan

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
tahun berkenaan

Rp. 20.911.510.364,37
Rp. 578.751.277.051,00
Rp. .12.894.188.000,00 +

Rp.612.556.975.415,37

Rp. 364.354.797.936,00
Rp. 750.984.741,35
Rp. 726.659.700,00
Rp.  5.573.080.000,00
Rp.  2.166.500.000,00
Rp. 0,00
Rp. 17.381.169.000,00
Rp.  3.151.603.000,00 +

Rp.394.104.794.377,35

Rp.  19.154.956.450,00
Rp.  81.944.094.614,00
Rp.  97.984.281.704,00

Rp. 199.083.332.768,00

Rp. 593.188.157.145,35

Rp. 19.368.848.270,02

Rp. 45.937.425.347,14
Rp. 23.701.645.830,22

Rp. 22.235.779.516,92

Rp. 41.604.627.786,94

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.



-7 ’ .

Pasal 6

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. '

RAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannva dalam Berita Daerah,

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 28 G ® fut 2013

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 28 Aaustu: 2013




